
BI}PATI KOTAWARINGTN BARAT
PROVINSI KALIMAN'TAIiI TENGAH

KEPUTUSAN BT'PATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 6 TAHTIN 2021

TENTANG

PEMBENTT'ITAN FORTIM IIERT'KT'NAN UMAT BERAGAMA

DAN DEWAN PENASETIAT FORUM KERT'KTINAN UMAT BERAGAMA
I(ABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAIIUN 2021

BUPATI KOTAWARIIIGIN BARAT,

Menimbang: a.

b.

Mengingat : 1

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat
(1) dan pasal 11 (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan
Menteri balam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Ttrgas Kepala Daerah
dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan
Pendirian Rumah Ibadat, perlu membentuk Forum
Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum
Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kotawaringin Barat
dengan Keputusan BuPati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan
Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama
Kabupaten Kotawaringin Barat 2O2L.

2

Undang-Undang Nomor 27 ^tatrun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (l'embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai
Un-dang-Undang (Lembarab Negara Republik Indonesia
Ta-lrun 1959 Nomor 72, Ta:r.bahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor l820l ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan
Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama (l'embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3 Tambahan
trmbaran Negara Repubtik Indonesia Nornor 2726);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 116 Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun,2017 tentang
PenEtapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undalg Nomor
2 Tahun 2OL7 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2O13 tentang Organisasi Kemasyarakatan
menjadi Undang-Undang (Iernbaran Nege'ra Republik
Indo-nesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan l'embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentalg Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 58, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
tentang Organisasi Kemasyarakatan (kmbaran Negara
Repubtk Indonesia Tahun 2016 Nomor 261 Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embar Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peratural Menteri Da-lam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaal Keualgan Daerah,
sebagaimara telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Negeri Nomor 13

tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daera-h (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
sebagaimana telah diubah dengal Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 12O Tahun 2018 tentang Perutrahan Atas
Perturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara
Republik Indonesia Ta-Lun 2018 Nomor 157);

9. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tatacara
Pel,aksanaal Penyiaran Agama dan Bantuan Luara Negeri

kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;

10. Keputusal Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 Tentang
Organisasi dan Tata Ke{a Karitor Wilayah Departemen
Agama Provinsidal Kantor Departemen Agama
Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Gubernur Kalteng Nomor 6 Tahun 201O tentang
Perubahan atas peraturan gubernur Nomor 6 Tahun 2007
tentang Pedomal Pembentukan Forum Kerukunan Umat
eeragina Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Provinsi
Kalimantal Tengah ( Berita Daerah Provinsi Kalimanta
Tengah Tahun 2010 Nomor 6)

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1

Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuargan
Daerah (I-embaga Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2019 Nomor 1);



Menetapkan:

KESATU .

KEDUA

MEMUTUSXAN

Membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan

il""""frat Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat

e"i"g"-" Kabupaten Kotawaringin Barat Tahnn 2O2L, dengat
susu;an keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran

I darr II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan BuPati ini.

Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat

Fo** Kerukunan Umat Beragarna Kabupaten Kotawaringin
Barat sebagaimana di maksud pada diktum KESATU

mempunyai tugas:

1. Forum Kerukunan Umat Beragama mempunyai tugas:

a. melaksanakan dialog dengan pemuka agarna dan tokoh
masyarakat;

b. menampung aspirasi 611aas lslagama dan aspirasi
masYara-kat;

c. menyalurkan aspirasi ormas beragama dan masyarakat
dalarn bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan
Bupati;

d. melakukan Sosialisasi Peraturan Perundang undangan
dan kebijakan dibidang keagarn aem berkaitan dengan
kerukunan umat beragama dan pemberdayaan
masyarakat; dan

e. memberikan rekomendasi tertulis atas perrnohonan
pendirian rumah ibadat'

2. Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama

mempunyai tugas:

a. membantu Kepala Daerale dalam merumuskan kebijakan
pemeliharaal kerukunan urnat beraganna;

b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengal Pemerintah
Daerah dan hubungan sesama Instansi Pemerintah di
daerah dalam pemeliharaan kerukunarl umat beragama'

Dalam melaksanaan tugasnya Forum Kerukunan Umat

Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat

Bera[ama sebagaimana di maksud pada diktum KESATU di
bant[ oleh tim sekretariat dengan susunan keanggotaan

sebagaimana terca-ntum dalam lampiran III yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10

Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (

l,embaga Daerah kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1O

Tahun 2019, Tambahan Lembar DaerahKabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 98);

14. Peratural Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2020- 
rentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dal Fungsi

Serta 
"Tata Keg'a Badan Kesatuan Bangsa dan- Politik

Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten

Kotawaringin Barat Tahun 2O20 Nomor 45)'
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KETIGA :



KEEMPAT :

KELIMA

KEENAM
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Tim Sekretariat sebagaimana di maksud pada diktum KETIGA
mempunyai tugas membantu penyelenggaraan tugas-tugas
Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat
Forum Kerukunan umat Beragama serta mengelola
administrasi.

Forum Kerukunan Umat Beragama dag Dewan Penasehat
Forum Kerukunan Umat Beragama dalam pelaksanaan
tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil
p.l.k""naan tugasnya kepada Bupati Kotawaringin Barat;

Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat

Forum Kerukunan Umat Beragarna sebagaimana dimaksud
pad.a diktum KESATU d.iberikan honorarium dengan besaran
ironorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang

merupakan bagian yang tidak terpisahakan dari Keputusan
Bupati ini.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 4 Januari 2O2l

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

NURIIIDAYAII

KETUJUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini
dib;bankan pad,a DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2A21.

KEDELApAN: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGTN BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2O2T
TENTAI{G PEMBENTI'KAN FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGNYIA DAI{ DEUIAI{
PENASEHAT F'ORUM KERUKIINAN UMAT
BERAGATVIA KABUPATEN KOTASIARINGIN
BARAT TAHUN 2A2L

SUSUNAII FORIIM KERUKUNAI{ UMAT BERAGAIIIA KABUPATEN

KOTAWARTNGIN BARAT TATIUN 2A2!

NO NAMA JABATAN DALAM FKUB

1 Drs. H. ABDUL KADIR KETUA

2 PdI.MENANTI SITORUS, S.Th SEKRETARIS

3 H.A DARMANSYAH. HD ANGGOTA

4 H. YUSRA MARWAN ANGGOTA

5 GELIAN WIJAYA ANGGOTA

6 H. ABDULLAH KADIR ANGGOTA

7 FIJ. SOFIAH HARYATI, BA ANGGOTA

8 H. ARPAWI ANGGOTA

9 SENTANA IBNU HALIM ANGGOTA

10 I NYOMAN KIRA ANGGOTA

11. Drs. SARLAN LAMRi ANGGOTA

t2 YULIUS SUMARNO ANGGOTA

13. H. MUMIN RIDLO IDRIS ANGGOTA

14. M. MATSIHA., SH ANGGOTA

15. MARYONO ANGGOTA

t6 MUSTI RONDA ANGGOTA

17. YOKER ANGGOTA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

NIIRHIDAYAII
I
I

,
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LAMPIRAN II
KEPUTUSN{ BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 6 TATIT'N 2O2T
TENTAITG PEMBENTI'KAN E.ORUM

KERIIKUNAN I'MAT BERAGAIVIA DAIiI DEUIAN

PENASEIIAT FORUM KERUKTINAN UIVIAT

BERAGAIYIA KABI'PATEII KOTAWARINGIN
BARAT TAIII'N 2O2T

SUSI'NAIT DEWAN PENASEIIAT FORT'M KERI'Ifi'ilAIT I'MAT BERAGAMA

I{ABUPATENKoTAIIIARINGINBARATTAIII,N2o2I

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

NURHIDAYATI

JABATAN DALAM
FKUBNO NAMA / JABATAN POKOK

KetuaWakil Bupati Ktw.Barat
Sekretaris

2 Kepala Kantor Kementerian Agama Ktw.Barat
AnggotaKaban Kesbang Dan Politik Ktw.Barat3
Anggota

4 Kepala KePolisian Resort Ktw.Barat
AnggotaKomandan Kodim 1 014 Ktw.Barat5
AnggotaKetua Pengadilan Negeri Ktw.Barat6
Anggota

7 Ketua Pengadilan Agama Ktw.Barat
AnggotaKabid Bina Ideolagi , Wasbang Dan Karakter

Bangsa KesbangPol Ktw.Barat8

1.



LAMPIRAI{ IU
KEPUTUSAIT BTTPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 6 TAIIUN 2O2T
TENTAITG PEMBENTTIIIAN FORTII/I

KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DATT DEWAT{

PENASEHAT FORUM KERTIKUNAIiI UMAT
BERAGAMA KABUPATEN KOTAITARINGIN
BARAT TATII]N 2O2L

SUSUNAI{ PENGT'RUS TIM SEI(RET'ARIAT FORIIM I(ERT'KT'NAI{ UMAT

BERAGATVIAKABT'PATENKOTAWARINGINBARATTAIIT'N2O2I

BTIPATI KOTAWARINGIN BARAT'

NURHIDAYAH
,

JABATAN DALAM FKUBNAMA / JABATAN POKOKNO

Ketua SekretariatBangsa Pada Badan Kesbang Dan Politik
Kab.Ktw Barat

Dan KarakterKasubid Pembinaan1

Anggota Sekretariat
Kasi PenYelenggara Syariah Pada

Kemenag Kab. Ktw. Barat
2

Anggota SekretariatPada Bad.an Kesbang Dan Politik
Kab.Ktw Barat

Dan WasbangKasubid Bina Ideologi,3

Anggota SelcretariatInf.Dan Kebijakan Strategis Pada Badan
Kesbang Dan Politik Kab.Kfir Barat

Analisis uaslEvalbid Kewas.DiniKasu4

Anggota Sekretariat
5 Poltak Halomoan Hutapea,Se



LAMPIRAIT III
KEPUTUSAI{ BUPATI KOTASIARINGIN BARAT

NOMOR 6 TATITIN 2O2L
TENTAIIG PEMBENTUI(AN FORUM

TPNUXUNAN UIIIAT BERAGAIYIA DAIiI DESIAII

PPNESPTNT E.ORUM KERI'KT'NAT{ UMAT

BERAGAITIA I(ABUPATEN KOTAWARINGIN

BARAT TAI{IJN 2O2L

A. BESARAI{ HONORARIUM FORI'II IGRUKTIilAN IIIUAT BERAGNTIA

I{ABUPATEN KOTAUIARIN GIN BARAT TAHUIT 2O2T

B. BESARAI{ HONORARIUM DEUIAN PENASEIIAT FORI'III I{ERUKI'NAIT

III,IAT BERAGAT'IA I(ABIIPATEN KOTAUIARINGTN BARAT TAIIUN 2O2L

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

NURHIDAYATI

BESARAI{ HONORARTTIM PER KEGIATANJABATAN DALAIVI
TIMNO

321
Rp. 1.000.000,-

Ketua1

Rp. 750.000,-
Sekretaris2

Rp. 750.000,-
Anggota3

BESARAN IIONORARTUM PER KEGIATAN
NO

JABATAI{ DALAM
TIM

321
Rp. 1.000.000,-

Ketua1

Rp. 750.000,-
Sekretaris2

Rp. 750.000,-
Anggota3


